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ABSTRACT

This article discusses the influence of the media and public opinion in policy
formation of the Russian military operation in the Russian-Georgian war in
2008. Policy of Russian military operations was formed through a public joint
agreement in Moscow a few days before the military operation executed in South
Ossetia. Through this level of analysis (LoA) media and public opinion the
author will analyze the Russian policy in the case of the Russian-Georgian war
in 2008 in the region of South Ossetia. Focusing on the analysis of media and
public opinion writer viewed from two perspectives, namely top down and bottom
up. Media has the role of being the voice of the people to the government so that
public opinion can be taken into consideration in the formation of foreign policy
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Artikel ini membahas mengenai pengaruh media dan opini publik dalam
pembentukan kebijakan operasi militer Rusia pada Perang Rusia-Georgia di tahun
2008. Kebijakan operasi militer Rusia terbentuk melalui kesepakatan bersama publik
di Moskow beberapa hari sebelum melakukan operasi militer untuk perdamaian di
Ossetia Selatan. Melalui level analisis (LoA) media dan opini publik penulis akan
menganalisis kebijakan Rusia dalam kasus Perang Rusia-Georgia pada tahun 2008
di wilayah Ossetia Selatan. Berfokus pada perangkat analisis media dan opini
publik penulis melihat dari dua sudut pandang yaitu top down dan bottom up.
Media berperan menjadi penyalur aspirasi masyarakat pada pemerintah sehingga
mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan luar negeri.

Kata-KataKunci: Kebijakanmiliter Rusia, media, opinipublik, top down, bottomup
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Pengaruh Media dan Opini Publik dalam Kebijakan
Operasi Militer Rusia pada Perang Russia-Georgia 2008

Perang Rusia-Georgia atau Perang Ossetia Selatan merupakan
perang yang diawali oleh operasi militer dari Rusia terhadap
Georgia akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Georgia.
Pelanggaran HAM tersebut berupa gerakan separatis Ossetia
Selatan yang diskriminatif terhadap etnis Rusia pada daerah yang
beribukota di Tskhinval. Daerah tersebut juga diakui secara formal
oleh Rusia bersama dengan wilayah Abkhazia, wilayah yang juga
berada di daerah perbatasan dengan Rusia. Ossetia Selatan sendiri
mendeklarasikan kemerdekaan pada 1991 dan hanya diakui oleh
Rusia pada tahun 2008. Sejak mendeklarasikan kemerdekaan pada
1991, Georgia sama sekali tidak menghiraukan keinginan dari
Ossetia Selatan. Puncaknya pada 8 Agustus 2008 terjadi perang
antara Georgia dan kelompok separatis Ossetia Selatan. Menurut
Charles King (2010) perang terjadi begitu cepat, masyarakat sipil
yang tinggal di daerah konflik tersebut bahkan tidak percaya akan
terjadi perang yang melibatkan ribuan tentara Georgia dan Rusia
serta menelan korban jiwa sebanyak ratusan ribu jiwa. Tindakan ini
dilakukan oleh Rusia atas nama operasi militer untuk perdamaian
dan keamanan. Sebagai negara besar di kawasan Eropa Timur
sudah sepatutnya Rusia yang menjadi staiblisator di wilayah yang
dekat dengan Kaukasia tersebut.

Selain itu, faktor sejarah juga dapat dijadikan acuan bagi Rusia
yang merupakan penerus Uni Soviet, penantang Amerika Serikat
pada era Cold War. Tetapi Georgia juga merespon secara militer
dengan meminta bantuan kepada NATO dan Uni Eropa. Hal ini
semakin memperkeruh keadaan sehingga terjadilah perang lima
hari di Tskhinval, ibukota Ossetia Selatan. Beberapa pihak melihat
apa yang sudah dilakukan oleh Rusia sendiri merupakan tindakan
yang melanggar kedaulatan negara Georgia sebagai negara yang
berdaulat. Ditambah lagi, wilayah Ossetia selatan yang ada di
Georgia memiliki faktor kedekatan historis dengan wilayah Ossetia
Utara yang ada di Rusia, sehingga terdapat pula etnis Rusia yang
diperlakukan dengan cara yang berbeda dari warga Georgia pada
umumnya. Hal ini tidak lepas dari adanya rivalitas dan konflik
antara kedua negara sejak tahun 1992 hingga 1993 serta kasus
persengketaan yang melibatkan kedua negara hingga terjadi perang
di tahun 2008.
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Pertanyaan yang muncul kemudian berkaitan dengan dasar
dari kebijakan politik luar negeri Rusia dalam melakukan
operasi militer terhadap Georgia di wilayah Ossetia Selatan. Dari
sini kemudian penulis berfokus pada kebijakan Rusia, terkait
penyerangan yang dilakukan terhadap Georgia. Kebijakan operasi
militer Rusia terbentuk melalui kesepakatan bersama publik
di Moskow beberapa hari sebelum melakukan operasi militer
untuk perdamaian di Ossetia Selatan. Makadari itu penulis akan
menganalisis kasus Perang Rusia-Georgia pada tahun 2008 melalui
level analisis (LoA) media dan opini publik terkait dengan kebijakan
Rusia melakukan operasi militer di wilayah Ossetia Selatan.

Media dan opini publik di era perkembangan teknologi dan
informasi memiliki peran tersendiri dalam percaturan politik
baik nasional maupun internasional. Menurut Laura Neack (2008)
media massa merupakan salah satu alat yang memiliki peranan
penting dalam pembentukan opini-opini publik terutama terkait
kebijakan-kebijakan yang akan atau telah dibentuk oleh pemerintah
di dalam suatu negara. Dewasa ini, peranan media massa semakin
didukung oleh kemajuan teknologi sehingga setiap individu dapat
dengan mudah menerima pemberitaan baik berupa cetak maupun
elektronik. Dalam tulisan ini, LoA melibatkan hubungan yang bisa
dibilang rumit, lantaran mencakup pemerintah, kaum elit, media,
dan publik (Neack 2008).

Peringkat Analisis Media dan Opini Publik

Laura Neack (2008) dalam artikelnya yang berjudul The New Foreign
Policy: Power Seeking in a Globalized Era, mengemukakan bahwa
terdapat dua pendekatan terkait hubungan opini publik dengan
penerapan kebijakan publik yaitu bottom-up approach dan top-down
approach. Bottom-up approach memandang hubungan tercipta melalui
model perumusan kebijakan pluralis. Kebijakan luar negeri berasal
dari kebutuhan rakyat sehingga opini publiklah yang menciptakan
kebijakan luar negeri. Sementara itu fop-down approach merupakan
pandangan yang didasari oleh asas Conventional Wisdom. Dalam
hal ini kaum elit yang mengerti kebutuhan masyarakat sehingga
setelah melalui konsensus kebijakan luar negeri barulah terlahir
opini publik.
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Gabriel Almond (dalam Neack 2008) pada tahun 1950 menyatakan
bahwa warga negara Amerika Serikat tidak memiliki karakter acuh
terhadap kebijakan luar negerinya dan memiliki pandangan yang
koheren serta terstruktur dalam menyikapinya. Lebih jauh lagi Ulf
Bjereld dan Ann Marie Ekengren (dalam Neack 2008) melihat adanya
keterkaitan logis antara sekumpulan kepercayaan yang tertanam
dalam masyarakat dengan penerapan kebijakan luar negeri. Neack
(2008) juga mengklasifikasikan opini publik dari masyarakat dalam
tiga kategori. Pertama, poorly informed yaitu masyarakat yang tidak
tertarik mengenai kebijakan luar negeri. Kedua, informed well about
world affair, yaitu masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap
isu-isu seputar kebijakan luar negeri. Ketiga, adalah masyarakat
yang tidak hanya tertarik terhadap kebijakan luar negeri saja tetapi
juga memiliki peran dengan memberikan opininya terhadap suatu
kebijakan, biasanya kategori ini terdiri dari elitis dan kelompok
epistemik.

Pada dasarnya terdapat tiga saluran utama yang dapat mewadahi
opini publik dalam perannya untuk mempengaruhi perumusan
kebijakan publik yaitu melalui kongres, media, dan kelompok-
kelompok kepentingan. Melalui kongres pengaruh opini publik
terjadi sebagai hasil dari interaksi antara konstituen politik dengan
anggota kongres. Opini publik yang direfleksikan melalui media
dapat memunculkan urgensi terhadap suatu isu agar dibahas dan
kemudian dilakukan untuk mengontrol pengambilan keputusan.
Sementara itu pengaruh kelompok kepentingan bergantung tidak
hanya pada komposisi keanggotaannya tetapi juga berdasarkan
struktur organisasi,jangkauaninstitusional, dan para pesaing mereka
(Larson & Tolay 2007). Namun ketika dalam proses pengambilan
kebijakan luar negeri, pihak eksekutif masih memegang peranan
utama dalam pengambilan keputusan terutama terkait dengan
keputusan untuk perang.

Kemampuan media untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri
terutama bergantung pada kemampuan mereka untuk menghasilkan
sumber-sumber independen dari pemerintah atau presiden untuk
dirilis ke publik. Jika media mampu mengumpulkan informasi,
maka media dapat berperan dalam membentuk pandangan kritis
serta alternatif kebijakan yang dapat memobilisasi opini publik
bahkan menciptakan tekanan kepada presiden.
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Namun hal ini sulit dilakukan mengingat keterbatasan akses
informasi yang dimiliki oleh media. Media tidak memiliki
perwakilan ataupun agen yang dapat meliput kejadian di setiap
negara. Lebih jauh media tidak memiliki akses terhadap informasi
rahasia, sedangkan pemerintah memiliki jaringan informasi melalui
badan intelijen negara (Western 2005).

Sentralitas eksekutif dalam pembuatan kebijakan luar negeri
merupakan indikasi dari lemahnya pengaruh opini publik terhadap
proses pengambilan kebijakan luar negeri. Kelompok kepentingan
memiliki pengaruh yang lebih lemah jika dibandingkan dengan
kekuatan kongres untuk melakukan lobi dan mempengaruhi
keputusan presiden. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan
oleh Wahyu Wicaksana (2014), bahwa media massa dan opini
publik hanya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah apabila
pemerintah yang berkuasa memiliki legitimasi yang lemah.
Lemahnya legitimasi terlihat dari kekuasaan pemerintah bukanlah
satu-satunya kekuasaan tunggal yang mempengaruhi proses
pengambilan keputusan. Tetapi sebaliknya, media massa dan opini
publik tidak akan memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan
keputusan apabila pemerintah memiliki legitimasi yang tinggi.
Pentingnya dukungan opini publik terkait dengan kebijakan
luar negeri dapat dipahami sebagai alat untuk membentuk atau
memanipulasi opini publik, daripada untuk bertindak sesuai
dengan opini publik (Western 2005). Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa opini publik dalam hal ini hanya dijadikan
sebagai instrumen legitimasi dan pembenaran bagi langkah yang
diambil oleh pemerintah. Pemerintah berusaha untuk memobilisasi
opini publik untuk mengikuti arah kebijakan pemerintah, bukan
sebaliknya.

Analisis Kebijakan Operasi Militer Rusia

Kasus Operasi Militer Rusia pada kasus Perang Georgia 2008,
setidaknya menghasilkan tiga hasil bagi Rusia; pengusiran etnis
Georgia dari Ossetia Selatan dan Kodori, pengakuan kedaulatan
Ossetia Selatan dan Abkhazia oleh Rusia, dan beroperasinya
Pangkalan militer Rusia di Ossetia Selatan dan Abkhazia.
Menurut Sabrina Tavernise dan Matt Siegel (2008) dalam Perang
Rusia-Georgia terdapat bukti yang kuat akan kasus ethnic
cleansing di kota-kota yang merupakan area konflik keduanya.
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Oleh masyarakat sekitar, kekerasan yang dilakukan para tentara
Georgia tersebut, dilaporkan oleh warga dan juga kelompok
pejuang hak asasi manusia bahwa mereka benar-benar melihat
perbuatan kriminal yang dilakukan oleh tentara Georgia. Mulai dari
pencurian, penggeledahan, pembakaran rumah, dan pembunuhan.
Salah satu motivasi utamanya adalah sentimen etnis negara.
Daerah yang paling banyak menelan korban diantaranya adalah
Eredvi, Ditsi, Tirdznisi, dan Kuraleti. Sementara itu keputusan dari
Rusia untuk mengakui Ossetia Selatan dan Abkhazia tidak lain
karena desakan publik yang disuarakan hingga kaum elit. Hal ini
berkorelasi dengan statement Presiden Rusia, Dmitry Medvedev
yang diputuskan dalam pidatonya:

A decision needs to be taken based on the situation on the
ground. Considering the freely expressed will of the Ossetian
and Abkhaz peoples and being guided by the provisions of
the UN Charter, the 1970 Declaration on the Principles of
International Law Governing Friendly Relations Between
States, the CSCE Helsinki Final Act of 1975 and other
fundamental international instruments, I signed Decrees on
the recognition by the Russian Federation of South Ossetia’s
and Abkhazia’s independence.

Sementara itu, sikap Rusia yang telah menduduki Ossetia Selatan
dan Abkhazia, sebagai keputusan bahwa keduanya benar-benar
independen diputuskan di Jenewa pada bulan Oktober 2008.
Keputusan ini, didukung oleh Nicolas Sarkozy selaku Presiden Uni
Eropa untuk mengeluarkan kedua wilayah tersebut dari Georgia.
Menurut surat kabar Rusia Kommersant, Moskow akan langsung
turun dan aktif dalam membangun relasi diplomatik terhadap
Abkhazia dan Ossetia Selatan (The Guardian 2008).

Setelah melihat hasil dari Perang Georgia 2008, penulis memberikan
pandangan top down dan bottom up mengenai kebijakan operasi
militer Rusia ke Georgia. Dalam kacamata top bottom yang
memandang opini elit lebih dominan dari pada opini publik
(Neack 2008), dapat dilihat dari proses pengambilan kebijakan yang
sifatnya mengutamakan opini publik dari masyarakat dengan kelas
elit, dalam hal ini pemerintah. Terdapat dua aspek penting yang
mempengaruhi cara pandang top bottom terhadap suatu kebijakan,
pertama, keputusan pemerintah memerangi ethnic cleansing.
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Dalam hal ini, para elit Rusia, mempengaruhi opini publik secara
umum dengan menghadirkan solusi yang langsung diberikan
kepada masyakarat bahwa keputusan penyerangan tersebut
bertujuan untuk mereduksi diskriminasi etnis. Kemudian menolong
para korban, memfasilitasinya, serta menjaga para korban dari
area konflik, baik dari kekhawatiran kehilangan harta maupun
nyawa (Nichol 2009). Kedua, legitimasi Rusia terhadap Ossetia
dan Abkhazia dan juga dukungan terhadap keduanya menjadikan
opini publik terhadap keputusan para elit didukung oleh banyak
masyarakat (The Guardian 2008).

Sementara itu, apabila dilihat dari pandangan bottom up yang lebih
menekankan pada opini publik terhadap kebijakan pemerintah,
maka terdapat sebuah polling yang membuat opini publik semakin
kuat dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Charles King (2008)
dalam artikelnya berjudul The Five-Day War memberikan hasil
penelitian dari Moscow-based Levada Center yang menyebutkan
bahwa 80 persen responden dari masyarakat Rusia mendukung
operasi militer di Georgia. Tingginya dukungan masyarakat Rusia
didasari oleh campur tangan Amerika Serikat terhadap Georgia
yang memiliki kepentingan tertentu sebagaimana Georgia meminta
bantuan NATO dalam Perang Georgia. Hal tersebut diperkuat
dengan argumentasi yang menyebutkan bahwa Abkhazia dan
Ossetia Selatan berpihak pada Rusia (King 2008). Levada Center
juga menekankan pada keinginan masyarakat dalam memberikan
respon terhadap suatu kasus. Masyarakat pada umumnya tidak
memahami secara jelas bagaimana suatu kasus terungkap, tetapi
apa yang mereka butuhkan atau apa yang tidak masyarakat Rusia
butuhkan dan akan diputuskan pada waktu pula sesuai dengan
peaceful solution melalui logika berfikir yang berbeda-beda.

Surat kabar Washington Post memberikan gambaran melalui polling
terhadap tiga wilayah penting di Georgia (Abkhazia, South Ossetia
and Transdnistria) tentang keruntuhan Uni Soviet yang dianggap
oleh masyoritas ketiga wilayah tersebut kurang tepat. Abkhazia, 65%
memilih bahwa keruntuhan Uni Soviet merupakan langkah yang
salah. Sedangkan Ossetia Selatan 75% dan Transdnistria 78%. Opini
publik masyarakat Rusia bukanlah faktor utama yang menetukan
kebijakan Rusia di Wilayah Kaukasus, oleh karenanya perang dan
konflik antara Rusia dengan negara tetangga yang bersengketa
menjadi opsi yang digemari oleh pemerintah Rusia.
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Akan tetapi dari jumlah masyarakat Rusia yang ada, secara
mayoritas, semua penduduk yang tinggal dan menetap di Rusia
mendukung dan setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah Rusia. Masyarakat Georgia yang ada di Ossetia
berasumsi bahwa dengan keikutsertaan mereka dengan Rusia, maka
mereka dapat mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana
masyarakat Rusia rasakan. Akan tetapi, ada dua hal yang menjadi
faktor utama masyarkat di Ossetia maupun di Abkhazia keluar
dari keterikatan dengan Georgia yaitu masalah kesejahteraan dan
kemiskinan. Kedua hal ini menjadi sumber konflik, perlawanan,
dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang ada.

Gambar 1.1
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(The Wasington Post 2014)

Sementara itu, terdapat pula media-media di Rusia yang
mendorong dan mendukung kebijakan Rusia dalam operasi militer
di Georgia, salah satunya The Moscow Times. Dalam surat kabar
yang bermarkas di Moskow tersebut disebutkan bahwa operasi
militer yang dilakukan Rusia merupakan usaha yang tepat untuk
tidak memperpanjang perang yang terjadi. Salah satu kutipan
menyebutkan bahwa Rusia meminta Georgia untuk mengungkap
kebenaran yang terjadi pada serangan 7 Agustus di ibukota Ossetia
Selatan, yakni Tskhinvali. Dibalik serangan Georgia tersebut,
dikutip pula Valdimir Putin, Dmitry Peskov menyatakan bahwa ada
anti-Rusia yang masih muncul akan tetapi bias. Untuk itu, serangan
terhadap Georgia merupakan salah satu cara untuk bertahan bagi
Rusia (The Moscow Times 2008). Ditambah lagi, media ini juga
mendorong Rusia selama perang berlangsung, dengan memberikan
klaim akan kemenangan Rusia di Perang Georgia. Dengan kata lain,
The Moscow Times menjadi salah satu contoh media yang mampu
memberikan andil dalam kebijakan luar negeri suatu negara.

8 Jurnal Hubungan Internasional o Tahun IX, No.1, Januari - Juni 2016



Muhammad Ahalla Tsauro

Selain itu, terdapat pula sudut pandang dari media yang berbeda.
Kali ini penulis menghadirkan Aljazeera, dalam pemberitaanya
Aljazeera menganggap bahwa perang yang terjadi di Georgia adalah
kesalahan Georgia itu sendiri. Mikheil Saakashvili, Presiden Georgia
dianggap sebagai orang nomor satu yang patut bertanggung jawab
atas kejahatan kriminal yang terjadi di Georgia (Aljazeera 2008).
Pada waktu itu pula, media ini memberikan pernyataan akan sikap
yang salah dari Georgia. Kemudian, media menjadi ranah perang
tersendiri dari Perang Rusia-Georgia di tahun 2008. Keputusan
operasi militer yang dilakukan oleh Rusia merupakan kebijakan
yang mutlak dan didukung oleh masyarakat Rusia. Sedangkan
publik Georgia sedang dalam keadaan tidak stabil lantaran kondisi
internal yang tidak tentu dihadapkan oleh situasi genting akan
perang itu sendiri. Georgia seakan menanggung akibat dari apa yang
telah mereka perbuat terhadap wilayah mereka itu sendiri. Media
ini juga mencatat, bahwa Presiden Georgia, menyebut bahwa secara
militer, politik dan diplomasi tanggal 7 Agustus merupakan waktu
berperang melawan Rusia. Hal ini mendapat respon dari media yang
menyatakan bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Georgia terhadap
Rusia yang pada dasarnya ingin membantu Ossetia Selatan malah
menjadi bumerang tersendiri bagi Georgia (Aljazeera 2008).

Operasi militer yang dilakukan oleh Rusia pada dasarnya
merupakan suatu bentuk peace enforcement terhadap kasus kekerasan
di Ossetia Selatan. Namun, publik Georgia khususnya para tentara
Georgia malah menyiapkan serangan untuk menghancurkan
pasukan perdamaian Rusia yang melakukan operasi militer.
Operasi militer tersebut berkaitan dengan cyberwar antara Georgia
dan Rusia yang sama-sama melakukan perang melaui cyber yang
mampu membentuk opini publik sesuai keinginan masing-masing.
Perkembangan teknologi menyebabkan cyberwar yang melibatkan
media sebagai alat dalam proses mempengaruhi satu sama lain.
Dari sini pula, media mampu menjadi ujung tombak dimulainya
suatu perang. Media selama ini mampu menjadi agenda setting suatu
kasus yang terjadi, bahkan tidak jarang pergeseran dan perubahan
cara pandang dapat diatur oleh media. Apalagi suatu kemenangan
instan yang ingin diraih juga dapat dilakukan melalui spending of
media. Opini publik dan media merupakan pilar demokrasi yang
mengedepankan nilai-nilai kebebasan berpendapat.
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Media memiliki publik sebagai sarana objek dan subjek dari suatu
isu yang akan dibahas. Yang perlu dicatat disini adalah media dan
opini publik tidak selamanya memberikan sumbangsih besar dalam
sebuah permusuhan kebijakan. Akan tetapi hanya memberikan
kontribusi dari sudut yang berbeda. Sama halnya dengan
penggunaan level analisis media dan opini publik. Dalam melihat
suatu fenomena, LoA ini hanya menjelaskan suatu kasus dan
mengontrol bagaimana kasus dilihat dari sudut pandang tertentu,
tidak sampai menentukan bagaimana kebijakan ditentukan oleh
decision maker (Dugis 2014).

Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilihat bahwa
penggunaan peringkat analisis dalam memahami suatu kasus
sangatlah penting. Dengan menggunakan satu peringkat analisis
dapat membuat analisa menjadi lebih fokus dan dan komprehensif,
begitu pula pada kasus Perang Rusia dan Georgia di tahun 2008.
Dalam hal ini, peringkat analisis ini menjelaskan bagaimana
memfokuskan analisa kebijakan Rusia untuk melakukan operasi
militer terhadap Georgia. Fokus yang dihadapkan adalah melihat
bagaimana kebijakan yang sedemikian rupa dibuat dan diputuskan.
Kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dilakukan oleh
Georgia terhadap Ossetia selatan menjadi bukti tersendiri yang
menjadikan penyerangan Rusia diwujudkan. Selain itu, peran
media-media yang ada di Rusia juga menjadi acuan tersendiri.
Dukungan masyarakat terhadap keputusan pemerintah juga
sangat berkontribusi bagi perumusan kebijakan. Hal ini tidak lain
karenaopini publik yang dihadirkan menjadi sebuah syarat sebuah
legitimasi yang menjadi faktor penting dalam dunia politik, terlebih
dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam melihat situasi ini penulis memfokuskan pada dua hal
perangkat analisis media dan opini publik yaitu melihat top down
dan bottom up. Dari kedua sudut pandang ini, penulis melihat dari
bagaimana tiga aspek penting dari opini publik yakni, masyarakat
biasa, masyarakat yang peduli, dan para elit melihat kasus ini
dengan jelas. Ethnic cleansing dan kasus legitimasi Rusia terhadap
pengakuan kedaulatan dua wilayah di Georgia seakan menekankan
bahwa opini para elitmempengaruhi opini masyarakat secara umum.
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Begitu juga sebaliknya dalam pandangan bottom up, yang bergerak
adalah media yang berusaha mengumpulkan opini melalui berbagai
varian seperti jajak pendapat atau kekuatan media cetak. Koran
paling berpengaruh di Rusia sehingga memunculkan suatu gagasan
dan juga keputusan grassroot yang mampu diangkat ke arah yang
lebih tinggi Di sini media berperan menjadi penyalur aspirasi
masyarakat sehingga pemerintah dapat menjadikan opini publik
sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan.

Perangkat analisis merupakan suatu hal yang diperlukan oleh
seorang penstudi untuk melihat suatu fenomena dari satu sudut
yang jelas. Dalam menjelaskan kasus kebijakan operasi militer Rusia
ke Georgia, perangkat analisis ini mampu memberikan penjelasan
bagaimana proses kebijakan luar negeri suatu negara dilihat dari
perangkat analisis media dan opini publik. Perangkat ini dalam
analisisnya melibatkan masyarakat, atensi publik, dan juga para elit.
Dalam hal ini terjadi tarik ulur antara siapa yang mempengarubhi,
dapat dipengaruhi, atau tidak dapat dipengaruhi. Perangkat
analisis ini tentu saja dapat menjelaskan kasus dari sudut tertentu,
yang mampu konsisten terhadap posisi dalam menjelaskan kasus.
Akan tetapi dalam penjelasannya, opini publik dapat di setting
oleh media, tergantung seberapa besar power yang dimiliki media
tersebut untuk mempengaruhi opini orang lain. Perangkat analisis
ini juga mampu melihat seberapa jauh pengaruh suatu isu yang
diangkat terhadap perkembangan pengetahuan masyarakat.
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